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ABSTRAK

Skripsi dalam penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No.13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan
Pada Industri Tahu Di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”.
Skripsi ini berupaya menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana sistem
pengupahan karyawan pada industri tahu serta bagaimana analisis hukum Islam
dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap sistem
pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana
pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sistem
pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan
karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari belum sesuai dengan hukum Islam
karena belum memenuhi kriteria penetapan upah dalam hukum Islam dan
mengenai pelaksanaan jam kerja dan penetapan upah pada industri tersebut telah
menyalahi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak
menerapkan adanya upah kerja lembur serta penetapan upah masih jauh dibawah
upah minimum kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diharapkan dalam
membina hubungan antara pengusaha dan karyawan, kedua belah pihak
memperhatikan aspek syariat dan maslahat, termasuk dalam hal memberikan
upah sesuai dengan standar upah minimun yang telah ditetapkan, disamping itu
antara para pihak juga saling menjaga dan memelihara hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa
bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah
agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Sejatinya
kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan
memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya
terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual. Terpenuhinya
kebutuhan yang bersifat material (sandang, rumah, dan kebutuhan lainnya)
inilah yang disebut dengan sejahtera. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah
SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-nya, Nabi
Muhammad saw, petunjuk tersebut ialah agama Islam.’

Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain
untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam kehidupan manusia,
kebutuhan yang diperlukan bukan hanya kebutuhan rohani saja, manusia juga
membutuhkan jasmani seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan
sebagainya. Karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu, bekerja-
sama, dan tolong- menolong antara yang satu dengan yang lain, dimana
tolong-menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan

tidak megingkari salah satu pihak. Jadi, nampak jelas bahwa Islam itu bukan

' Lukmam Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 2.



saja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur
hubungan antara manusia dengan manusia.

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri,
oleh karena itu manusia harus hidup bermasyarakat untuk bisa melakukan
interaksi-interaksi sosial dalam bentuk apapun yang tentunya akan saling
berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pada
hakikatnya, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa dengan saling
bantu-membantu, saling tolong-menolong dan saling bekerja-sama yang
pada akhirnya akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak, sehingga muncullah kaidah yang disebut dengan hukum
muamalah?®

Islam adalah agama yang universal karena permasalahan yang dibahas
menyeluruh pada sendi kehidupan, baik tentang ibadah, syariah maupun
akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek tidak terkecuali
muamalah. Kehidupan manusia di dunia sebagai makhluk sosial tidak akan

lepas dari kegiatan berekonomi atau dalam Islam disebut muamalah.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab (iksll) yang secara etimologi

sama dan semakna dengan al-mufa’alah (saling berbuat). Kata ini
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan
seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Kata muamalah juga dapat diartikan peraturan yang mengatur hubungan

* Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.



seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual
beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama
dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan
perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,
pesanan, dan lain-lain.’

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin terkait
upah adalah pertengahan, dalam penetuan upah pegawai tidak berlebih-
lebihan atau terlalu sedikit. Tujuan utama pemberian upah adalah agar para
pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga
mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk
sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi). Khalifah
Umar r.a mendorong pegawainya untuk tidak terlalu hemat atas dirinya
(kikir), namun mereka harus memiliki kehidupan mulia layaknya sebagian
masyarakat tanpa harus berlebih-lebihan atau kikir, sebagaimana khalifah
Ali bin Abi Thalib r.a memberikan wasiat kepada gubernur untuk adil dalam
memberikan upah kepada pegawainya dan tetap dalam pengawasan khalifah
Ali r.a karena upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan kerjanya
akan menjadi kekuatan pekerja untuk memperbaiki diri. Selain itu
menjauhkan diri mereka untuk melakukan tindak korupsi dengan kekuasaan
yang dimiliki dan bisa dijadikan sebagai argumen jika mereka melakukan

pertentangan (perlawanan) dan berkhianat terhadap amanahmu.*

’ Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), vii.
* Ahmad Ibrahim Abu Shinn, Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), 114.



Salah satu bagian pembahasan dalam figh muamalah adalah a/-Zjarah.
Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasanya ialah a/- iwadyang
arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.’ Sedangkan wjrah yaitu
upah untuk pekerja. Ujrahterbagi menjadi dua yaitu wujrah al-mithli dan ujrah
al-musamma.

1. Ujrah al-mithli adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada
suatu tempat atau daerah, dalam istilah sekarang disebut dengan UMP
(Upah Minimum Provinsi).

2. Ujrah al-musamma adalah upah yang telah disebutkan di awal
kesepakatan kerja dan syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus
disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.®
Tenaga kerja atau yang sering disebut dengan karyawan sangat penting

sekali karena di dalam suatu industri baik yang berskala besar maupun kecil

pasti membutuhkan tenaga kerja. Tanpa adanya karyawan industri tersebut
tidak akan bisa berjalan dengan baik atau berjalan sebagaimana mestinya.

Karyawan bertugas menjalankan suatu industri berdasarkan bagian-

bagiannya yang diberikan pemberi kerja kepada karyawan. Upah merupakan

hak bagi para karyawan sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka
curahkan dalam melakukan pekerjaan juga menjadi suatu kewajiban bagi
pemberi kerja (majikan) yang telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya.

Kerjasama yang dilakukan di Indonesia antara buruh/pekerja dengan

majikan/pengguna jasa disebut dengan perjanjian perburuhan. Menurut

> Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1.
% M. Ismail Yusanto, Menggegas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14, yang disebut dengan perjanjian kerja
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Mengenai
definsi upah terdapat pada Pasal 1 ayat 30, berbunyi : upah adalah
hakpekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan. Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang harus
diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia
(adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang
lebih baik). Upah dalam literatur figh disebut dengan ujrah, ketentuannya
telah ditetapkan sedemikian rupa schingga dapat memenuhi keadilan dan
tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu sendiri.’
Hubungan kerja menurut Soepomo yaitu suatu hubungan antara buruh
dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah
adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam
suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan
menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan

memberi upah. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja,

" Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363-
364.



beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi
dasar hubungan kerja adalah 3 (tiga) unsur penting yaitu:
1 adanya pekerjaan,
2 adanya perintah orang lain,
3 adanya upah.®

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah
masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk
diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan
sosial, dan hak atas upah yang layak. Menyangkut penentuan upah kerja,
syariah Islam tidak memberikan ketetuan yang rinci secara tekstual, baik
dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur’an
yang berkaitan dengan penentuan upah kerja adalah,

A Ky el 2 i ot s st ol Jialy @ )

. G . LG - A2
T o2 “ oo -1 o .-

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan
terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan.
Ta mengingatkanmu supaya mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90)

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat
dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan
(majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para
pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan sebagai “tenaga

kerja” sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan

¥ Eko Wahyudi, et al., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.



dan kalau bukan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha pemberi
kerja (majikan) dapat berhasil.

Pekerja/karyawan mempunyai andil yang lebih besar untuk kesuksesan
usaha majikan, sebab itu maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan
para pekerjanya, termasuk dalam hal memberi upah yang layak. Selain itu
dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja (majikan)
dilarang Allah berbuat keji dan melakukan penindasan. Majikan harus ingat
bahwa doa orang yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah.’

Dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul juga terdapat banyak menyinggung
mengenai upah salah satunya adalah surah at-Thalaq : 6 yang mana di dalam

ayat tersebut dikatakan,

’
G 2.037 @ 20257

...... Ehsr BARL ST 2 06 L.
“Apabila mereka (wanita-wanita) menyusukan (anak) kalian, maka

berikanlah kepada mereka upah-upahnya” . (QS. At-Thalaq : 6)

Adapaun dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari

Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:
3 Sad OF 438 52l 5 Y ki

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.
Hadist diatas menawarkan kepada seluruh penyedia jasa (pengusaha)

untuk memberikan upah kepada buruh sesuai dengan berakhirnya kerja itu

? Suharwardi, et al., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 167.



sendiri. Maka prinsip upah (al-ujrah) didalam hukum Islam yaitu upah
ditentukan dengan cara yang paling bijaksana tanpa merugikan kedua belah
pihak, seperti dilarang menangguhkan upah pada pekerja atau buruh, hal
demikian mengacu pada pendapat al-Munawi yang berkata: “Di haramkan
menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu.
Pendapat ini sesuai dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan

bahwa Nabi Saw bersabda :

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk
kedzoliman”.

Menurut Imam Malik dalam bukunya Toto Tasmara mengemukakan,
dalam rangka menetapkan upah kerja hanya ada satu cara yaitu mendasarkan
upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Dia
menegaskan bahwa transaksi ini berlangsung dengan adanya kerelaan antara
dua orang yang bertransaksi.'’ Jadi dalam penetapan besarnya upah yang
diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan tergantung pada kesepakatan
yang telah dibuat sebelumnya antara pengusaha dan karyawan. Kesepakatan
antara keduanya ini memungkinkan untuk tidak menimbulkan ketidakadilan
dalam pemberian upah.

Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang upah kerja (al-ujrah) adalah

untuk menjamin hak para pekerja agar terhindar dari penindasan para

' Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 55.



pemilik kerja, dengan campur tangan Negara dalam mengeluarkan peraturan
Perundang-undangan tentang tenaga kerja yang memenuhi syarat keadilan,
yang tidak cenderung memihak kepada para pekerja dan merugikan para
pemilik kerja.''

Mengenai ketentuan besarnya upah pada setiap daerah tentunya
berbeda-beda, tetapi dalam menetapkan upah (ujrah) perlu memperhatikan
kesejahteraan pekerja/buruh apakah dalam penetapan upah tersebut sudah
layak atau belum dimana pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari
ketentuan upah minimun yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal
90 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003), apabila pengusaha
memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum,
maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat (2) Undang-
undang No. 13 Tahun 2003). Dalam kenyataan sampai saat ini tidak semua
pengusaha membayarkan upah pekerja/buruh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan inilah yang menjadi salah satu sebab yang timbul
dalam suatu permasalahan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, karena
upah yang diterima oleh pekerja tidak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pemerintah pun mengenai upah memberikan kebijakan untuk
melindungi pekerja/buruh. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1)

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 bahwa “setiap pekerja/buruh berhak

""" Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan
FEkonomi, (Bandung: Mizan, 1996), 195.
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memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”."?

Industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
mempunyai empat karyawan/pekerja yang berasal dari daerah sekitar
industri. Sistem pengupahan yang diterapkan didalam industri tahu ini
adalah sistem upah borongan yang diberikan seminggu sekali dengan
perolehan upah kurang lebih Rp.60.000 perhari.

Upah yang diterima karyawan industri tahu dalam satu hari tidak pasti
tergantung perolehan hasil produksi tahu yang dilakukan pekerja, jika
pekerja bisa memasak tahu 15 kali masak maka perolehan upahnya kurang
lebih Rp.60.000 dan antara karyawan dengan pengusaha tidak melakukan
perjanjian secara tertulis melainkan hanya kesepakatan lisan saja. Sedangkan
prinsip upah (al-ujrah) didalam hukum Islam yaitu upah ditentukan dengan
cara yang paling bijaksana tanpa merugikan salah satu pihak dan berdasarkan
prinsip keadilan serta mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan
sehingga pandangan Islam tentang hak pekerja terkait upah lebih terwujud.
Untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan dan sesuai dengan prinsip
keadilan, maka sebaiknya pengusaha dan karyawan melakukan perjanjian
atau kesepakatan terkait pekerjaan yang akan dilakukan dan upah yang akan
diterima. Dengan adanya suatu kesepakatan, maka antara karyawan dengan

pengusaha tidak merasa dirugikan karena mereka sudah saling sepakat antara

satu dengan lainnya. Dan kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum

"2 Rukiyah L, Undang-undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),

208.
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adalah kesepakatan secara tertulis karena dengan adanya kekuatan hukum
tidak dikhawatirkan terjadinya kecurangan diantara para pihak.

Karyawan indutri tahu bekerja selama 6 sampai 7 jam kerja dan hari
kerja 7 (tujuh) hari dalam seminggu dengan jatah libur 2 minggu sekali.
Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 77
ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja”. Dan di Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa “Waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu,
atau
b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu

minggu.”

Mengenai upah yang diterima pada hari minggu (hari libur) tidak
dihitung dengan upah kerja lembur akan tetapi dihitung sebagaimana upah
sebelumnya yaitu kurang lebih Rp.60.000/hari tergantung perolehan hasil
produksi tahu. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun
2003 pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa ‘“Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah

kerja lembur”.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti tentang sistem
pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan

Pakisaji Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada
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bagaimanakah sistem pengupahan yang diterapkan dalam industri tahu dan
apakah sistem pengupahannya sudah sesuai dengan Hukum Islam dan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka
penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Analisis Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap
Sistem Pengupahan Karyawan Pada Industri Tahu Di Desa Jatisari

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan
ruang lingkup permasalahan yang diteliti serta asumsi-asumsi yang
digunakan peneliti'’, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran
mengenai permasalahan dan pembahasan yang akan di bahas. Dari uraian
latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :

1. Akad yang digunakan antara karyawan dengan pengusaha industri tahu

di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,

2. Sistem pengupahan dalam industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan

Pakisaji Kabupaten Malang,

3. Hak dan Kewajiban antara karyawan dengan pengusaha industri tahu di

Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,

B Affan B. Satria, 7ips dan Cara Menyusun Skripsi, Tesis, Disertasi, (Yogyakarta: Shira Media,
2009), 105.
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4. Waktu kerja dalam industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji

Kabupaten Malang,
Analisis Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan industri tahu di

Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Agar penelitian ini tidak keluar dari konteks dan dapat fokus pada satu

tujuan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, sebagai

berikut :

Sistem pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa Jatisari
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Analisis Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan pada industri

tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah diatas, penulis

merumuskan dua rumusan masalah diantaranya :

1.

Bagaimana sistem pengupahan karyawan pada industri tahu di Desa
Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?

Bagaimana analisis Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan pada industri

tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ?
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D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas tentang
kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak
merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah
ada.'* Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya,
peneliti menemukan beberapa kajian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Moh. Mufti Asshidiqi yang berjudul
“Analisis Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Penangguhan Upah Minimum Di CV Jaya
Mandiri Surabaya” yang di dalamnya membahas tentang penundaan
pembayaran upah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah
penundaan pembayaran upah karyawan yang terjadi di CV Jaya Mandiri
Surabaya.'®

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dalam
skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan penangguhan pelaksanaan
upah minimum, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengenai sistem
pengupahan karyawan yang terjadi pada industri tahu, apakah sistem
pengupahannya sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang

Ketenagakerjaan.

' Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Pefunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

> Moh. Mufti Asshidiqi, “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Minimun Di CV Jaya Mandiri
Surabaya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Handayani Ningsih yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan
CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung” yang di
dalamnya membahas tentang sistem pembayaran upah dengan adanya sistem
upah gantungan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah adanya
unsur ketidakridhaan pada karyawan terkait dengan adanya upah gantungan
dan ketidaksesuaian akad terkait dengan besarnya upah yang dibayarkan dan
pihak perusahaan masih menunda-nunda pembayaran upah pada karyawan
(dengan adanya upah gantungan).'®

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dalam
skripsi ini memfokuskan pada adanya upah gantungan selama 10 hari yang
merugikan karyawan sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengenai
sistem pengupahan karyawan diluar jam kerja yang tidak dihitung sebagai
upah lembur.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ismiyatun yang berjudul “Sistem
Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku Kecamatan
Karanganom Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Akad Ijarah” yang di

dalamnya membahas tentang pengupahan pekerja yang diberikan secara

' Fitri Handayani Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada
Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung” (Skripsi--IAIN Salatiga,
Salatiga, 2018).
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sepihak tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terdapat
salah satu pihak yang merasa dirugikan.'’

Perbedaan yang menonjol antara skripsi ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis yaitu pada analisisnya, dalam skripsi ini
menggunakan prespektif /[jarah saja sedangkan dalam analisis penelitian
yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis hukum Islam dan

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin

dihasilkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan pada industri tahu di
Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

2.  Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan pada

industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat
diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

7" Ismiyatun, “Sistem Pengupahan Karyawan Peternak Burung Puyuh Di Kolekan Beku
Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Akad Ijarah” (Skripsi--IAIN
Surakarta, Surakarta, 2018).



17

Dapat menambah wawasan para pembaca sehingga dapat
mengembangkan ilmu tentang sistem pengupahan dalam Hukum Islam
dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis
Dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas mengenai
sistem pengupahan dalam Hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu
adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan
skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi
ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam dan UU No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan
Karyawan Pada Industri Tahu Di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam judul
skripsi ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul
tersebut sebagai berikut :

a. Analisis Hukum Islam : Uraian tentang suatu pandangan atau ketetapan-
ketetapan tentang ujrah (upah) yang dihasilkan dari ijtihad ulama’ yang
bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

b. Undang-undang Ketenagakerjaan : Ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan (seperti larangan) hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh
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pemerintah suatu negara.'® Dalam segala hal yang berhubungan dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum atau selama dan sesudah masa kerja."”
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-undang
Ketenagakerjaan yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 77 ayat (1) dan (2) tentang waktu kerja, Pasal 78 ayat (2) tentang
kewajiban membayar upah lembur, Pasal 90 ayat (1) tentang larangan
membayar upah lebih rendah dibawah upah minimum, dan ketentuan
upah minimum kabupaten Malang dalam Keputusan Gubernur Jawa
Timur No. 188/665/ KPTS/013/2018 adalah Rp. 2.781.564.

c. Sistem pengupahan : Sistem pengupahan dalam industri tahu yang
menerapkan sistem upah borongan yang diberikan seminggu sekali
dengan perolehan kurang lebih Rp.60.000/hari dengan waktu kerja 6
sampai 7 jam kerja dan hari kerja 7 hari dalam seminggu dengan jatah
libur 2 minggu sekali, dan mengenai upah pada hari minggu (hari libur)
tidak dihitung sebagai upah lembur akan tetapi diberi upah sebagaimana
hari biasanya yakni kurang lebih Rp.60.000/hari tergantung perolehan
hasil produksi tahu.

d. Industri Tahu : Suatu tempat usaha pengolahan tahu yang terletak di
Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Industri tersebut
memproses pembuatan tahu dari awal sampai akhir dengan bantuan

empat karyawan/tenaga kerja.

'8 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Surabaya: PT
Arkola, 1994), 1127.

' Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media,2006),2.
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Jadi dalam judul skripsi diatas penulis membahas mengenai sistem
pengupahan yang terjadi pada industri tahu, apakah sistem pengupahannya
sesuai dengan Hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris
yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (field research)

dimana penulis harus terjun sendiri ke lapangan dan terlibat langsung

dengan masyarakat. Sedangkan metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah pendekatan dengan pola pikir deskriptif kualitatif. Artinya data
yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut
berasal dari naskah wawancara, buku-buku, catatan lapangan, dokumen
pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.”” Dalam
penelitian ini penulis mencari data secara langsung ke lapangan dengan

melihat langsung obyek yang diteliti yang kemudian dipadukan juga

%% M. Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),35.
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dengan [/ibrary research yaitu dengan membaca buku-buku yang

berkaitan dengan sistem pengupahan dan Undang-undang yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian penulis untuk dikaji adalah sistem

pengupahan yang diberikan kepada karyawan pada industri tahu di Desa

Jatisari Kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.

4. Sumber Data

a. Data Primer
Adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang bersumber
dari penelitian yang dilakukannya di lapangan atau merupakan
sumber asli. Sumber data primer merupakan suatu data yang
diperoleh langsung dari lapangan.”’ Bahan data primer yang akan
digunakan adalah data-data yang ada dilapangan dimana data
tersebut merupakan keterangan pihak yang bersangkutan baik pihak
pengusaha industri tahu maupun para karyawan yang bekerja pada
industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten
Malang.

b. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau
melalui media perantara (diperoleh dari pihak lain). Bahan data

sekunder yang akan digunakan adalah Undang-undang No. 13

! Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 146.
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah
lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun  data penelitian melalui pengamatan dan
pengindraan.”* Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Sedangkan
teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
observasi langsung dimana peneliti datang langsung ke lokasi yang
diteliti. Dalam hal ini tentang sistem pengupahan karyawan yang
terjadi pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang.
b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan dimana peneliti bertatap muka
langsung dengan narasumber. Teknik pengumpulan data ini
dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan
pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini
adalah pengusaha industri tahu dan para pekerja pada industri tahu

di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

2 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), 115.
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Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data atau bahan-bahan dokumen.
Data tersebut berupa foto-foto dan hal lain yang mendukung

penyusunan skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan Data

7.

a.

Organizing, adalah suatu proses yang sistematis dalam
pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan
penelitian.

Editing, adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan
data tersebut. Editing dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan
kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan,
kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu
dengan data yang lainnya.

Analising, adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari
penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta
yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari

rumusan masalah.

Analisis Data

Analisa data yaitu setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis

data dengan menggunakan instrumen analisis data kualitatif yang

bersifat induktif dimana pengumpulan data tidak dipandu oleh teori

tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di

lapangan berupa observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi dengan
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beberapa pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.> Metode
ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk kemudian
mendapatkan kesimpulan dan kejelasan hukum Islam dan UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait sistem pengupahan yang
terjadi pada industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji kabupaten

Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri atas
beberapa sub bab pembahasan, yakni :

Bab Pertama, adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam dan
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat upah dalam
hukum Islam dan upah dalam UU No.13 Tahun 2003.

Bab Ketiga, berisi tentang sistem pengupahan karyawan industri tahu di
Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang memuat profil
industri, profil pengusaha, profil karyawan/pekerja, sistem rekrutmen, waktu

kerja, dan sistem pengupahan.

» Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 50.
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Bab Keempat, berisi tentang analisis hukum Islam dan UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan
industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban dari rumusan masalah dalam hasil

penelitian secara keseluruhan.



BAB II
SISTEM PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN UU

NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Upah dalam Hukum Islam
1) Pengertian Upah

Salah satu bagian pembahasan dalam figh muamalah adalah a/-
ljarah. al-ljarah berasal dari kata al-ajru arti menurut bahasa ialah a/-
‘iwad yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.' Karena
itu al-fjarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas
pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atau upah
karena melakukan suatu aktifitas.” A/-yjrah adalah pembayaran upah
kerja yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada
saat selesainya suatu pekerjaan. Pemberian upah (al-ujrah) hendaknya
berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan
hubungan kerjasama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak-
hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu
merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang
utama bagi pengusaha (majikan) adalah membayar upah.Penetapan upah

bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan

" Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1.
? Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.
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berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak
tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.’

Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut
“Ajir” , (Ajir ini terdiri dari Ajir Khas yaitu seseorang atau beberapa
orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan Ajir Musytarak yaitu
orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak). Sedangkan
orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan Ajir (pemberi kerja)
disebut “Musta’jir”?

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi sebagaimana yang telah dikutip oleh
Hendi Suhendi, /ljarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran
manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan,
sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah
artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi
ganti menurut syarat-syarat tertentu. Dari definisi tersebut dapat
dipahami bahwa /jarah adalah menukar sesuatu barang/jasa dengan
imbalan tertentu, adapun sewa-menyewa adalah menjual manfaat
sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.’

2) Dasar Hukum Upah

Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-
mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama’ adalah mubah atau boleh bila

? Kart asaputra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta:Sinar Grafika,
1994), 94.

* Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 154.

> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115.
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’
berdasarkan al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama’.®
Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama’ akan
kebolehan wujrah (upah), landasan Al-Qur’an tentang kebolehan ujrah

(upah) diantaranya sebagai berikut :

@ 2087

...... SR BALE 2T (2 06 L
“Apabila mereka (wanita-wanita) menyusukan (anak) kalian, maka

berikanlah kepada mereka upah-upahnya” . (QS. At-Thalaq : 6)

s o T2

Sy L;}A\ @}:\5;\ o 5] 25;\5:,,\ O AANEERN

“Salah seorang dari kedua wanita itu (putri-putri Syu’aib) berkata,
wahai ayahku jadikanlah ia (Musa) sebagai pekerja (pada kita),
sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai
pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS.

Al- Qashash : 26).

Ayat pertama, surah At-Thalaq ayat 6 menjelaskan bahwa seorang
ibu yang menyusukan anak mantan suaminya atau anak orang lain
berhak mendapatkan upah. Sementara ayat kedua, surah Al- Qashash
ayat 26 menjelaskan bahwa sistem kerja dengan pemberian upah ini
pernah berlaku antara Nabi Musa dan Nabi Syu’aib a.s. Demikianlah

dari ayat ini para ulama’ menegaskan bahwa syari’at yang berlaku

® Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.
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sebelum kita adalah syari’at bagi kita sepanjang tidak dihapus.” Adapun

landasan Sunnah Rasul tentang ujrah (upah), antara lain ialah:

2

s L0
Uj&u{:d

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya

sebelum keringatnya kering . (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

el psd Lify 1oz
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang

bekam tersebut”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

°
£

pafaalalipnf sl
“Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka

hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya”. (Hadis Riwayat

Abu Hurairah r.a.)

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan a/-/jarah adalah untuk
memberi keringanan kepada umat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak
orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain

banyak orang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan

" Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan, (Bandung: Angkasa,
2008), 89.
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uang. Dengan adanya al-ljarah keduanya saling mendapatkan

keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.®

3) Rukun dan Syarat Jjarah

Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan
suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka pekerjaan/ibadah
tersebut tidak sah. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus
diindahkan dan dilakukan.” Menurut jumhur ulama’ rukun Jjarah ada 4
(empat), yaitu:'

a. Orang yang berakad (agid).

b. Ijab dan Qabul (sighat akad).

c. Upah (ujrah).

d. Manfaat.

Adapun syarat sahnya Jjarah, diantaranya :''

a. Kedua orang yang bertransaksi (akad) sudah baligh dan berakal
sehat.

b. Kedua belah pihak tersebut bertransaksi dengan kerelaan (Q.S. An-

Nisa’: 29).

c. Barang yang akan disewakan (objek /jarah) diketahui kondisi dan

manfaatnya oleh penyewa.

¥ Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.

° Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

' Saiful Jazil, Figh Muamalah, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 129.

"' Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 125.
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Objek ljarah adalah sesuatu yang biasa disewakan, bisa diserahkan
dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat, dan
merupakan sesuatu yang dihalalkan syara’.

Upah dalam transaksi /jarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

bernilai harta.

4) Macam-Macam Jjarah

Pada garis besarnya Jjarah itu terdiri atas:

a.

ljarah ‘Ayyan, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat
dari suatu benda seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.

ljarah ‘Amal, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau
keahlian yang dilakukan seseorang seperti seorang pelayan, pekerija,
notaris, dan sebagainya.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka Ajir

dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a.

Ajir Khas, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat
pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang
tertentu, tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu
tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.

Ajir Musytarak, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang
sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan)

tertentu yang bersifat khusus.
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5) Penetapan Upah dalam Islam
Mengenai penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan
ketentuan secara rinci baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun Sunnah
Rasul. Secara umum penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan
sebagai berikut:
a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai
Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar
upah/imbalan yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya.
Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang
akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadis
Rasulullah SAW yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya,
yaitu penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai

menjalankan pekerjaannya.'> Rasulullah SAW bersabda:

Gl Bl e sl s
Artinya: Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja,
maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya(Hadis

Riwayat Abu Hurairah r.a)."

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah memberikan
informasi tentang besarnya upah supaya majikan terlebih dahulu

memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima

"2 Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syariah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 2,
(Yogyakarta: Irtikaz, 2016), 293.
3 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.
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oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya
informasi besaran wupah yang diterima, diharapkan dapat
memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan

kenyamanan dalam pekerjaan.

b. Upah Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering
Dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW menganjurkan
seorang majikan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka

selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

5 4

2 Zad O 45 21 50 W ki

Artinya: Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai
tenaganya sebelum keringatnya kering (Hadis Riwayat Ibnu
Majah)."

5}/511‘ 2%

...... JAJ}P- ffb}_’i.; ;:Q &-:b/ﬁj/\ :)\5:9
“Apabila mereka (wanita-wanita) menyusukan (anak) kalian,
maka berikanlah kepada mereka upah-upahnya” (QS. At-Thalaq :

6).13

Maksud dari al-Qur’an dan hadis tersebut adalah bersegeralah
menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan. Ketentuan

tersebut  untuk  menghilangkan  keraguan  pekerja  atau

' Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 104.
> Azyumardi Azra, Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan, (Bandung: Agkasa,
2008), 89.
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kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan
mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.
Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu
pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.
Dalam kandungan al-Qur’an dan hadis tersebut sangatlah jelas
bahwa dalam memberikan upah kepada seorang pekerja hendaklah
diberikan sesegera mungkin, sehingga kedua belah pihak tidak ada

yang merasa dirugikan.

c. Memberikan Upah Yang Adil
Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap
kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari
bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat
tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh
bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya
ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum

dalam potongan ayat Q.S. Al-Maidah : 8 sebagai berikut:'®

S = YIRS

“ ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa..”
Adil adalah hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk

diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa yang paling penting

' Kementerian Agama RI, A/-Qur’am dan Terjemahan : New Cordova, (Bandung: Syamil Quran,
2012), QS. Al-Maidah/5: 8.
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dalam masalah upah/gaji adalah keadilan. Keadilan di dalam Islam

dikategorikan menjadi dua yaitu :

a. Adil Bermakna Jelas dan Transparan, artinya sebelum pekerja
dipekerjakan harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana upah
yang akan diterimanya, termasuk besarnya upah dan tata cara
pembayarannya.

b. Adil Bermakna Proporsional, artinya pekerjaan seseorang harus
dibalas menurut berat pekerjaan yang dilakukan.'’

Al-Farugqi menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang
sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan
yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa
kebijakan upah/gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang
berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh
saja berbeda dari tempat satu ke tempat yang lain dan tergantung
pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan
tersebut tidak seharusnya terukur."

Memberikan Upah Yang Layak
Pemberian upah seorang karyawan hendaknya memenuhi

konsep kelayakan. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari

tiga aspek yaitu mencukupi kebutuhan sandang (pakaian), papan

(tempat tinggal), dan pangan (makanan). Selain itu upah yang akan

diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam arti tidak

' Didin Hafiduddin, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa Sukses: 2008), 30.

¥ Ibid., 35.
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menguranginya. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syu’ara :183

sebagai berikut :
RN IR SRR H RIS

“ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan”."”

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan
orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya

diperolehnya.

B. Upah dalam UU No.13 Tahun 2003
1) Pengertian Upah
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menjelaskan mengenai pengertian upah dalam Pasal 1 ayat (30) yang
berbunyi: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk vang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.?

Dari pengertian diatas, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa upah

adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang

' Kementerian Agama RI, A/-Qur’am dan Terjemahan : New Cordova, (Bandung: Syamil Quran,
2012), QS. Asy- Syw’ara/26 :183.
%% Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media, 2006), 3.
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diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan
dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah yang
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
pada Pasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara
tertulis atau lisan. Dan pada Pasal 52 ayat (1) menjelaskan bahwa
perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak,
kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya
pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”!

2) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dengan terjadinya kontrak/perjanjian kerja akan menimbulkan
hubungan kerja antara buruh dengan majikan/pengusaha yang berisi hak-
hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dari pihak
yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, demikian juga
sebaliknya kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak
lainnya.”> Kewajiban seorang pengusaha dalam UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan antara lain:

*! Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
(Bandung: Fokus Media, 2006), 14.
** Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 39.
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Pengusaha wajib memberi imbalan/upah atas tenaga yang diberikan

pekerja kepada pengusaha (Pasal 1 ayat 30)

Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya, (Pasal

67 ayat (1)).

Pengusaha wajib memberikan/menyediakan angkutan antar jemput
bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja

antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00 (Pasal 76 ayat (4)).

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal

77).

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada

pekerja/buruh (Pasal 79).

Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada

pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya

(Pasal 80).

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan
pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana dimaksud pada ayat

(2) wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 85 ayat (3)).
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h. Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91).%

Kewajiban pekerja/buruh diatur dalam KUH Perdata sebagai

berikut:

a. Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai yang diperjanjikan

dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata).

b. Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh

orang lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata).

c. Mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b

KUH Perdata).

d. Mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah
atau tempat majikan bila pekerja tinggal disana (Pasal 1603 ¢ KUH

Perdata).

e. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal

1603 d KUH Perdata).**

Mengenai hak-hak pengusaha dan pekerja/buruh dapat dilihat dari
masing-masing kewajiban para pihak, karena hak pengusaha menjadi
kewajiban bagi pekerja/buruh dan sebaliknya hak pekerja/buruh menjadi

kewajiban bagi pengusaha.

> Fenita Agustin, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta:
Jogja Bangkit Publisher, 2014).
** Eko Wahyudi, et al., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 11.
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Salah satu hak-hak seorang pengusaha adalah berhak atas hasil
pekerjaan, berhak untuk memerintah atau mengatur pekerja/buruh, dan
juga berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh. Sedangkan hak-hak seorang pekerja antara lain pekerja
berhak untuk memperoleh pekerjaan, berhak memperoleh imbalan/upah,
berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, berhak
memperoleh pelatihan kerja dan perlindungan kerja, berhak
mendapatkan upah kerja lembur, waktu istirahat dan jaminan sosial
tenaga kerja.”’

3) Jenis-Jenis Upah

a. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan
oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah
kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena
pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda,
maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Upah Minimum Provinsi ini bisa kita lihat setiap provinsi
tentunya berbeda-beda dimana di dalam pembahasan dan
penetapannya tidak hanya memperhatikan kondisi di daerah
tersebut tetapi suatu wilayah yang berada diluar Jakarta pun bisa
memiliki Upah Minimum Provinsi yang lebih tinggi apalagi jika

wilayah di provinsi tersebut banyak akan bahan baku dan

> Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 156.
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merupakan wilayah industri yang tentunya dengan semakin
berkembangnya industri tersebut akan berakibat juga dengan makin
tingginya harga kebutuhan bahan pokok dan ini bisa berakibat
pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi yang lebih baik
lagi untuk pekerja/buruh di daerah tersebut.*®

Pemerintah dalam hal ini adalah gubernur, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi
dan/atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan
kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas
serta pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup
layak, yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan
dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan
kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan oleh Menaker
(Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu
dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum sangat
ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.”” Tujuan utama

penentuan upah minimum yaitu :

1) Menonjolkan arti dan peranan tanaga kerja (buruh) sebagai sub

sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja,

*® Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),
211.
*" Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 91.
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2) Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan
yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material

kurang memuaskan,

3) Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai

dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja,

4) Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam
organisasi kerja,

5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar

q 2
hidupnya secara normal.”®

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah

minimum diatur dalam pasal 89, adapun isinya sebagai berikut:

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)

huruf a terdiri atas:

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau

kabupaten/kota;

b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi

atau kabupaten/kota.

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

*8 Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasilsa, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), 101.
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3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi

dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan
hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur

dengan Keputusan Menteri.”

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 89 terlihat bahwa
penentuan upah minimum harus tetap memperhatikan kebutuhan
hidup pekerja/buruh dimana mereka pun harus mendapatkan
kehidupan yang layak. Penentuan upah minimum ini harus tetap
memperhatikan dan mendengarkan pertimbangan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Adapun
Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pengusaha,
pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan
tinggi dan pakar. Setelah ada kata sepakat di antara para pihak
barulah gubernur menetapkannya dalam keputusan
gubernur,3oseperti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

* Eko Wahyudi, et al., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 172.
% Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),

213.
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di Jawa Timur Tahun 2019.>' Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari

tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019

No. Kabupaten/Kota UMK Tahun 2019
1 Kota Surabaya Rp. 3.871.052,61
2 Kab. Gresik Rp. 3. 867.874,40
3 Kab. Sidoarjo Rp. 3.864.696,20
4 Kab. Pasuruan Rp. 3.861.518,00
5 Kab. Mojokerto Rp. 3.851.983,38
6 Kab. Malang Rp. 2.781.564,24
7 Kota Malang Rp. 2.668.420,18
8 Kota Batu Rp. 2.575.616,61
9 Kab. Jombang Rp. 2.445.945,88
10 Kab. Tuban Rp. 2.333.641,85
11 Kota Pasuruan Rp. 2.575.616,61
12 Kab. Probolinggo Rp. 2.306.944,93
13 Kab. Jember Rp. 2.170.917,80
14 Kota Mojokerto Rp. 2.263.665,07
15 Kota Probolinggo Rp. 2.137.864,48
16 Kab. Banyuwangi Rp. 2.132.779.35
17 Kab. Lamongan RP.2.233.641,85
18 Kota Kediri Rp. 1.899.294,78
19 Kab. Bojonegoro Rp. 1.858.613,77
20 Kab. Kediri Rp. 1.850.986,07
21 Kab Lumajang Rp. 1.826.831,72
22 Kab. Tulungagung Rp. 1.805.219,94
23 Kab. Bondowoso Rp. 1.801.406,09
24 Kab. Bangkalan Rp. 1.801.406,09
25 Kab. Nganjuk Rp. 1.801.406,09
26 Kab. Blitar Rp. 1.801.406,09
27 Kab. Sumenep Rp. 1.801.406,09
28 Kota Madiun Rp. 1.801.406,09

*! www.basishukum.com/kepgub-jawa-timur/665/2018.
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29 Kota Blitar Rp. 1.801.406,09
30 Kab. Sampang Rp. 1.763.267,65
31 Kab. Situbondo Rp. 1.763.267,65
32 Kab. Pamekasan Rp. 1.763.267,65
33 Kab. Madiun Rp. 1.763.267,65
34 Kab. Ngawi Rp. 1.763.267,65
35 Kab. Ponorogo Rp. 1.763.267,65
36 Kab. Pacitan Rp. 1.763.267,65
37 Kab. Trenggalek Rp. 1.763.267,65
38 Kab. Magetan Rp. 1.763.267,65

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bila pengaturan pengupahan tersebut lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.™

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum
dapat dilakukan penangguhan yang tata caranya diatur dalam Pasal
3 keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.
231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penagguhan Pelaksanaan Upah
Minimum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila pemberi kerja
tidak mampu untuk membayar UMP, maka ia dapat mengajukan

penagguhan pelaksanaan UMP kepada gubernur, melalui instansi

*? Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 94.
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yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, selambat-
lambatnya 10 hari sebelum tanggal berlakunya UMP. Gubernur
dapat memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap

permohonan tersebut.”
Upah Kerja Lembur

Upah kerja lembur merupakan kewajiban bagi pengusaha untuk
membayarkan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja
melebihi ketentuan waktu kerja yang telah disepakati. Artinya
pengusaha wajib membayar upah kerja lembur apabila pekerja atau

buruh melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/V1/2004, pengertian waktu
kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam 1 hari dan 40
jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam 1 hari
dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, atau kerja
pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang

ditetapkan pemerintah.**

Apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
ketentuan diatas maka diwajibkan untuk membayar kelebihan jam

kerjanya dengan upah lembur. Namun ada kalanya dengan jenis

** Eko Wahyudi,et al., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 130.

*1bid., 131.
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pekerjaan tertentu memang menuntut pekerja/buruhnya untuk
bekerja melebihi dari jam kerja yang seharusnya. Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja melebihi waktu harus memenuhi prosedur

pelaksanaan kerja lembur sesuai Pasal 6 Kep.102/MEN/V1/2004:

1) Kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan

adanya persetujuan yang dibuat tertulis juga oleh pekerja/buruh,

2) Kesepakatan kerja lembur yang sudah sama-sama
ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat dibuat dalam

daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur,

3) Pengusaha membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang
memuat nama pekerja lembur dan lamanya waktu kerja

lembur.*

Perhitungan upah lembur menurut Keputusan Menteri Tenaga
Kerja No. KEP.102/MEN/VI/2004 adalah sebagai berikut (Pasal 8

dan Pasal 9) :

1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.

2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.

3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka

perhitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan

** Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),
191.
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25 bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 hari kerja dalam seminggu
atau dikalikan 21 bagi pekerja yang bekerja 5 hari kerja dalam

seminggu.

4) Dalam hal upah dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah

sebulan adalah upah rata-rata 12 bulan terakhir.

5) Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 bulan, maka
upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama
bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah

minimum setempat.36

Adapun cara perhitungan upah kerja lembur sesuai dengan yang
telah diatur dalam Pasal 11 KEP.102/MEN/V1/2004 adalah sebagai

berikut:
1) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah

sebesar 1,5 kali upah sejam,

b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar

upah sebesar 2 kali upah sejam.

2) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu 6 hari kerja 40 jam

seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam

*® Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 95.
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pertama dibayar 2 kali upah sejam, dan jam ke 8 dibayar 3 kali
upah sejam dan jam lembur ke 9 dan ke 10 dibayar 4 kali upah

sejam,

3) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek,
perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah
sejam, jam ke 6 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke 7

dan ke 8 dibayar 4 kali upah sejam.

4) Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40
jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8
jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke 9 dibayar 3 kali
upah sejam, dan jam ke 10 dan ke 11 dibayar 4 kali upah

s€j am.”’

3" Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72-73.



BAB III

SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN INDUSTRI TAHU DI DESA
JATISARI KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG

Industri tahu yang dimiliki bapak Salim ini menggunakan sistem upah
borongan yang diberikan seminggu sekali kepada pekerja/karyawan pada hari
sabtu. Bab ini menjabarkan temuan lapangan mengenai profil industri, profil
pengusaha, profil pekerja, sistem rekrutmen, waktu kerja dan sistem

pengupahannya.

A. Profil Industri Tahu

1. Sejarah berdirinya industri tahu

Industri tahu adalah unit usaha yang bergerak di bidang proses
pembuatan tahu yang mulai dirintis pada tahun 2013, sebelum merintis
usaha tahu dulunya bapak Salim berjualan tahu keliling dengan
mengambil tahu ke orang lain untuk dijual. Bapak Salim mempunyai
keinginan untuk bisa memiliki produksi tahu sendiri. Pada awal merintis
usaha ini bapak Salim dan ibu Zainus mengelola proses pembuatan tahu
sendiri lalu di pasarkan sendiri dengan cara berjualan keliling dari desa
ke desa, mereka memulai usaha bersama-sama mulai dari nol. Seiring
berjalannya waktu usaha yang dimiliki oleh suami istri tersebut mulai
berkembang dan mulai dikenal oleh pelanggan. Dengan berkembangnya

usaha yang didirikan suami istri tersebut akhirnya ada beberapa orang

49
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yang ingin ikut menjualkan tahunya keliling kampung. Pada tahun 2014
usaha tersebut berjalan lancar sampai kemudian bisa merekrut
pekerja/karyawan. Pertama kali hanya mempekerjakan dua orang dan
mereka masih ikut terlibat dalam pembuatan tahu, seperti menggiling
kedelai, memasak, menggoreng, sampai membungkus tahu dengan alat
yang masih tradisional.

Pertengahan tahun 2014 karyawannya bertambah menjadi empat
karyawan, kemudian akhir tahun 2014 mereka bisa membeli mesin desel
untuk menghantarkan listrik disaat lampu mati. Dengan adanya mesin
desel tersebut jika terjadi pemadaman listrik, karyawan bisa tetap
bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Pertama kali menjual tahu dari usahanya sendiri bapak Salim
keliling dari desa ke desa menggunakan sepeda motor. Bapak Salim
berjualan dengan cara menawarkan tahu ke orang-orang di desa.
Sebelum usaha sendiri berjalan bapak Salim sudah berjualan tahu
keliling dengan mengambil tahu dari orang lain jadi untuk memasarkan
usahanya tidak sesulit awal bekerja ikut orang karena sudah mempunyai
beberapa pelanggan di kampung.

Sekarang bapak Salim sudah memiliki mobil box sendiri untuk
mendistribusikan tahunya ke pelanggan dan ke pasar-pasar. Tahu yang
diproduksi oleh bapak Salim tidak hanya diambil oleh pelanggan saja,

akan tetapi bapak Salim juga mempunyai stand di pasar Pakisaji Malang
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untuk memperjual-belikan produksi tahunya sejak habis subuh sampai
pukul 10.00 siang.'
2. Lokasi industri tahu

Salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk mendirikan suatu
usaha adalah pemilihan lokasi yang akan dijadikan tempat usaha.
pemilihan lokasi haruslah yang strategis untuk menunjang
keberlangsungan suatu usaha, karena pemilihan lokasi yang kurang tepat
dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktifitas
usahanya.” Industri tahu adalah suatu tempat usaha proses pembuatan
tahu yang berada di samping rumah pemilik usaha, tepatnya berlokasi di
Jalan Tambaksari RT. 05 RW. III Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji

Kabupaten Malang.’

! Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
? Alvian Choirul Anam, “Analisis Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Karyawan Mingguan Di Bengkel Las
Sumber Jaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
3 Zainus Shalihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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3. Struktur kepengurusan industri tahu
Adapun kepengurusan industri tahu ini adalah sebagai berikut :
a. Pemilik modal : Bapak Salim dan Ibu Zainus

b. Kepala atau bos industri ~ : Bapak Salim

c. Wakil : Ibu Zainus
d. Karyawan
No. NAMA TUGAS
1. | Pak Dimas Menggiling kedelai
2. | Pak Gufron Memasak tahu
3. | Pak Zainuddin Memasak tahu
4. | Ibu Miasih Menggoreng tahu

Tugas menggiling kedelai adalah menggiling kedelai sampai menjadi
halus dengan mesin. Tugas memasak tahu adalah memasak tahu dari
awal sampai akhir yaitu mulai dari ngerebus, ngebungkus, dan nyetak
tahu. Tugas penggorengan adalah menggoreng tahu yang sudah jadi

untuk dijadikan tahu matang (tahu goreng).*

4. Proses pembuatan tahu
Untuk membuat tahu dalam satu hari bisa menghabiskan kurang
lebih 150 kg kedelai, 10 kg kedelai bisa menghasilkan tahu putih sekitar
60 biji tahu dan tahu goreng 700 biji tahu.Jadi kalau sehari habis 150 kg

kedelai maka akan menghasilkan tahu putih sekitar 900 biji tahu dan

* Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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tahu goreng 10.500 biji tahu. Bahan utama dalam pembuatan tahu ini

adalah kedelai dan alat yang digunakan adalah mesin giling kedelai,

toren (tandon air), ketel (cerobong), bul atau tempat memasak tahu dan

membuat saripati, ember atau drum untuk perendaman kedelai sebelum

digiling.’

Setelah alat dan bahan disediakan kita masuk ke peroses

pembuatan tahu yaitu sebagai berikut :

a.

Pertama, kedelai dibersihkan dan direndam dengan air di dalam
ember atau drum selama 3 jam.

Kedua, proses perendaman selesai, kedelai dibersihkan sampai
benar-benar bersih.

Ketiga, kedelai dihancurkan dengan mesin penggiling kedelai
sampai halus (lembut).

Kelima, kedelai yang telah di haluskan akan menghasilkan sari
kedelai dari hasil penggilingan kedelai tadi.

Keenam, sari kedelai dimasukkan kedalam bul (tempat memasak)
sampai mendidih.

Ketujuh, sari kedelai dipindahkan ke dalam bul selanjutnya,
kemudian di saring dengan menggunakan kain sipon secara
berulang-ulang.

Kedelapan, campur sari kedelai hasil penyaringan dengan cuka

agar menggumpal.

> Gufron, Wawancara, Malang, 06 November 2019.
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Kesembilan, gumpalan hasil campuran sari kedelai yang sudah
mulai mengendap itu dituangkan ke dalam cetakan tahu yang
sebelumnya di alasi dengan kain.

Setelah itu adonan tahu dalam cetakan dipress selama kurang lebih
4 menit agar air yang ada di dalam adonan tahu habis tidak tersisa.

Setelah itu adonan tahu tersebut dapat di potong-potong sesuai

ukuran yang diinginkan, dan tahupun siap di jual.

Gambar 2.1 Produksi Tahu
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Dalam pemasaran tahu disini memiliki cara tersendiri yakni di jual
keliling dengan membawa sepeda motor, dijual di stand pasar Pakisaji,
ada juga masyarakat yang langsung datang ke industri untuk membeli
tahu, biasanya konsumen yang banyak dari pedagang pasar yang akan di
jual lagi, konsumen yang akan membeli tahu dengan jumlah besar harus
memesan kepada pemilik usaha sehari sebelumnya agar dapat

dipersiapkan dan siap diambil untuk di perjualbelikan.’

B. Profil Pengusaha

Pemilik industri tahu adalah bapak Salim yang mempunyai nama
lengkap Nur Salim, lulusan SMP PGRI Malang. Bapak Salim mempunyai
bekal pengetahuan tentang pembuatan tahu sejak ikut bekerja kepada orang
lain, setelah sekian lama beliau bekerja dengan orang lain akhirnya beliau
pun memutuskan untuk membuka usaha sendiri yang dilakukan dari nol
bersama istri.

Tahun 2013 bapak Salim dan ibu Zainus merintis usaha tahu mulai dari
nol, mereka merintis dari awal sebelum ada karyawan satupun dan mereka
mengelola usaha tersebut bersama-sama. Seiring berjalannya waktu usaha
tersebut mulai dikenal konsumen sehingga mereka membutuhkan karyawan
untuk membantu menggarap tahu yang jumlahnya sudah tidak sedikit lagi.

Tahun 2014 usaha bapak Salim mulai meningkat dan karyawan pun

bertambah yang awalnya hanya 2 karyawan menjadi 4 karyawan dengan

® Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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bagian-bagian yang berbeda yakni bagian penggiling tahu, memasak tahu,

dan penggorengan tahu.”

Profil Karyawan

Karyawan yang bekerja di industri tahu ada empat orang dengan bagian

yang berbeda-beda. Empat karyawan tersebut bernama Dimas, Gufron,

Zainuddin, dan Miasih. Berikut tabel profil karyawan industri tahu di Desa

Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.®

Tabel 2.1

Profil Karyawan Industri Tahu

NAMA Dimas Gufron Zainuddin Miasih
LULUSAN SMP SMK SMK SMP
. Belum ) .
STATUS Belum menikah . Menikah Menikah
menikah
MenggilingTah Memasak Memasak Menggoreng
TUGAS u Tahu Tahu Tahu
LAMA
BEKERJA 4 bulan 3 tahun 3 tahun 5 tahun
KERJA . > . .
SAMPINGAN Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Karyawan industri tahu hanya bekerja di industri tersebut tidak ada

kerja sampingan yang mereka kerjakan. Sepulang bekerja mereka mengisi

waktu luang dengan beristirahat dan mereka merasa senang karena telah

dibantu oleh bapak Salim dan ibu Zainus untuk mencukupi kehidupannya

7 Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
¥ Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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dengan cara bekerja membantu menyelesaikan produksi tahu yang ada dalam
industri tersebut.

Penelitian lapangan di industri tahu yang saya lakukan tidak hanya
wawancara kepada pengusaha melainkan juga melakukan wawancara kepada
karyawan industri tahu. Saya bertanya kepada salah satu karyawan yang
bertugas memasak tahu yaitu mas Gufron, saya bertanya kepadanya apakah
upah yang diterima selama ini dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-
hari?. Karyawan tersebut menjawab “Alhamdulillah dengan bekerja disini
saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang saya terima
menurut saya sudah cukup dan sesuai dengan apa yang saya kerjakan disini,
saya bersyukur karena mencari pekerjaan di masa sekarang tidak mudah,
daripada saya berdiam diri dirumah (mengganggur tidak ada pekerjaan) lebih
baik saya bekerja disini untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”, (ucap

Gufron).”

D. Sistem Rekrutmen Karyawan

Industri tahu yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang merupakan industri kecil pengelolahan produksi tahu
yang selanjutnya dijual ke konsumen/pelanggan dan pedagang pasar.
Karyawan industri ini adalah warga sekitar industri, dari hasil wawancara
dengan pemilik usaha beliau menyatakan bahwa sistem perekrutan karyawan
dilakukan dengan cara pengusaha mengajak warga sekitar industri yang tidak

memiliki pekerjaan untuk bekerja membantu menyelesaikan produksi tahu.

° Gufron, Wawancara, Malang, 06 November 2019.
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Bapak Salim mengajak pemuda-pemuda sekitar yang tidak memiliki
pekerjaan untuk ikut gabung bekerja dengannya, apabila pemuda tersebut
bersedia bekerja di industri tahu, maka bapak Salim akan mengajarkan
bagaimana proses produksi tahu dari awal sampai akhir. Jadi karyawan yang
bekerja di industri tersebut tidak membuat surat lamaran kerja tetapi diajak
langsung atau di tawarkan pekerjaan secara langsung oleh pemilik usaha.
Mereka bisa bekerja di industri tersebut karena menerima tawaran atau
ajakan dari pemilik usaha.

Kontrak kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja tidak
dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan kesepakatan secara
lisan saja. Mengenai kesepakatan /atau perjanjian lisan ini, pengusaha perlu
memperhatikan bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan untuk waktu
tertentu dan pengusaha hanya mempekerjakan pekerja /atau buruh dalam
waktu tertentu maka perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, apabila
perjanjian kerja hanya dilakukan secara lisan maka perjanjian kerja tersebut
menurut pasal 57 UU 13 Tahun 2003 merupakan perjanjian kerja waktu
tidak tertentu (PKWTT) dan status karyawan berubah menjadi karyawan
tetap. Jika status pekerja / karyawan berubah menjadi karyawan tetap maka
konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengusaha pada pekerja tersebut
apabila terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan ini pun dilihat dari

prosedur PHK yang harus dilakukan begitupun dengan konpensasi yang
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seharusnya diterima oleh pekerja baik itu pesangon maupun uang
penghargaan kerja dan sebagainya yang seharusnya diterima oleh pekerja.'®
Pengusaha saat melakukan kesepakatan kerja hanya dengan
menyampaikan “kamu bekerja disini di bagian ini dengan perolehan upah
borongan, jadi untuk upah yang akan saya berikan dihitung berdasarkan
pekerjaan yang kamu lakukan, jika masaknya banyak maka upah yang

diterima banyak jika sedikit maka upahnya sedikit™.""

Waktu Kerja

Karyawan yang bekerja di industri tahu melakukan pekerjaannya selama
6 sampai 7 jam kerja dalam sehari dan bekerja selama 7 hari dalam seminggu
dengan jatah libur 2 minggu sekali. Dari hasil wawancara dengan istri
pemilik usaha, beliau menyatakan bahwa karyawan yang bekerja bagian
penggiling kedelai bekerja mulai pukul 06.00sedangkan karyawan yang
bekerja bagian memasak bekerja pukul 07.00.

Karyawan bagian penggiling kedelai yaitu Dimas memulai pekerjaannya
lebih pagi karena selain bekerja bagian penggilingan ia juga melakukan
pekerjaan bagian pembakaran kayu, sehingga ia berangkat lebih pagi dari
yang lain untuk membakar kayu terlebih dahulu supaya bisa menghasilkan
uap untuk merebus kedelai. Dimas berangkat lebih awal supaya karyawan
bagian memasak bisa langsung melakukan pekerjaan tidak lagi menunggu

Dimas.

' Rukiyah, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),

171.

! Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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Karyawan bagian memasak tahu bisa memulai pekerjaannya jika kedelai
sudah digiling dan siap untuk di proses menjadi tahu putih. Sehingga
karyawan bagian memasak tahu datang pukul 07.00 dan selesai bekerja
pukul 13.00. Mengenai waktu istirahat mingguan dalam industri tahu ini di
terapkan libur kerja 2 minggu sekali, jadi karyawan bisa mengambil jatah
libur 2 kali dalam sebulan.'?

F. Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu

Sistem pengupahan industri tahu di Desa Jatisari menerapkan sistem
borongan yang upahnya diberikan seminggu sekali. Berdasarkan wawancara
dengan Ibu Zainus selaku istri pemilik usaha tanggal 05 November 2019,
beliau memberikan informasi sebagai berikut :

“Sistem pengupahan dalam usaha ini menerapkan sistem borongan, upah
yang diberikan kepada pekerja dilihat dari perolehan pengelolaan tahu, sehari
pekerja bisa membuat tahu berapa kali masak, satu kali masak itu
membutuhkan 10 kg kedelai yang menghasilkan tahu putih kurang lebih 60
biji dan tahu goreng 700 biji.

Upah pekerja berbeda-beda dilihat dari apa tugasnya dan sehari berapa
kali masak, misalnya yang giling kedelai atau biasa disebut laden ada satu
pekerja, perhitungan upah untuk bagian laden sekali masak dapat upah
Rp.4000. Jika dalam sehari 15 kali masak maka upah yang diterima dalam

sehari adalahRp.60.000.

12 Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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Bagian memasak tahu ada 2 pekerja, perhitungan upah untuk bagian
memasak adalah sekali masak Rp.8000. Jika dalam sehari 15 kali masak
maka upah yang diterima dalam sehari adalah Rp. 120.000, karena bagian
masak ada 2 orang maka perolehan upah dibagi dua, jadi pekerja yang berada
di bagian memasak mendapat upah sebesar Rp.60.000 (satu pekerja).

Bagian penggorengan mendapat upah sekali masak Rp.8000. Jika sehari
8 kali masak maka perolehan upah sehari adalah Rp.64.000. Sekali masak
pekerja yang bekerja di bagian penggorengan harus menggoreng 700 biji
tahu, jika 8 kali masak maka pekerja menggoreng 5.600 biji tahu.

Upah diberikan kepada karyawan seminggu sekali, upah paling besar
yang pernah diterima karyawan adalah 20 kali masak yaitu Rp.80.000
sehari.Tetapi karyawan bisa mengerjakan lebih banyak jika mendapatkan
intruksi dari pengusaha.Jadi yang menentukan pekerja/karyawan sehari
masak berapa banyak adalah pengusaha tergantung dari pemasaran produksi
tahu tersebut. Jika tidak ada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu
seperti hari raya, bulan orang menikah, sunatan, dan sebagainya maka
pekerja biasa mengerjakan dalam sehari mengelolah tahu 15 kali masak yang
menghasilkan tahu putih sekitar 900 biji tahu dan tahu goreng sekitar 10.500
biji tahu.

Karyawan bekerja selama 7 hari dalam seminggu, mengenai upah di hari
minggu tetap dihitung dengan upah borongan yaitu tergantung perolehan
karyawan dalam sehari berapa kali masak. Kami tidak menambahkan upah

lembur karena dari awal sudah dijelaskan bahwa karyawan bekerja setiap
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hari dengan jatah libur 2 minggu sekali dan upah di hitung borongan yang
diberikan seminggu sekali.”"

Adapun tanggapan karyawan mengenai upah yang diterima selama
bekerja di industri tersebut yaitu : “Menurut saya upah yang saya terima
sudah sesuai dengan tenaga yang kami berikan. Alhamdulillah dengan
bekerja disini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan, saya senang
dengan sistem yang diterapkan karena upah diberikan sesuai dengan
keuntungan perhari. Dalam seminggu saya bisa dapat upah kurang lebih
Rp.448.000 dan dalam sebulan upah yang saya peroleh kurang lebih
Rp.1.792.000/bulan. Dengan upah tersebut sangat membantu untuk
memenuhi kebutuhan saya, karena sebelum bekerja disini saya menganggur
(tidak bekerja) jadi dengan perolehan upah tersebut sudah sangat membantu
perekonomian keluarga saya.”"*

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa
dalam sistem pengupahan industri tahu di Desa Jatisari menerapkan sistem
upah borongan yang di berikan kepada pekerja seminggu sekali dan tidak ada
perhitungan upah lembur. Berkaitan dengan besarnya upah yang diperoleh
pekerja dihitung berdasarkan bagian pekerja dan pengolahan tahu dalam
sehari berapa kali masak.

Dalam waktu seminggu pekerja memasak tahu sehari 16 kali masak
maka upah yang diterima selama seminggu adalah Rp.448.000/minggu, jika

dihitung perolehan sebulan sekitar Rp. 1.792.000/bulan. Terkait dengan upah

13 Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
'Y Miasih, Wawancara, Malang, 06 November 2019.
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yang dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan belum sesuai dengan
UMK (Upah Minimum Kabupaten) Malang, karena upah tersebut masih
dibawah UMK vyang berlaku di Kabupaten Malang yaitu sebesar
Rp.2.781.564. Mayoritas pekerja beranggapan bahwa penghasilan yang
didapat dari industri tahu dirasa dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
mereka, karena mayoritas karyawan yang bekerja di industri tersebut
sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Para pekerja tidak pernah menuntut

kenaikan upah kepada pengusaha, mereka menerima dengan sukarela.



BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN
INDUSTRI TAHU DI DESA JATISARI KECAMATAN PAKISAIJI
KABUPATEN MALANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Industri
Tahu

Sistem pengupahan karyawan industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan
Pakisaji Kabupaten Malang ini menggunakan sistem upah borongan dan dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang
sesuai dengan hukum Islam maka harus memenuhi ketetuan-ketentuan
Jjarah, yaitu rukun dan syarat akad /Jjarah. Sistem pengupahan karyawan
industri tahu di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang telah
memenuhi rukun dan syarat akad /jarah diantaranya :

1. Adanya al-Muta’aqidaini (para pihak yang berakad), yaitu pihak
pengusaha dan karyawan yang sudah baligh dan berakal sehat.

2. Adanya sighat akad, yaitu permohonan dari karyawan sebagai ijab dan
penerimaan dari pengusaha sebagai qabul.

3. Adanya Ma’qud ‘alaih (obyek akad) yaitu wujrah (upah) dan ‘amal

(pekerjaan). Upah dalam transaksi /jarah harus jelas, tertentu, dan

sesuatu yang bernilai harta.

64
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4. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.'

Selain ketentuan akad Zjarah, sistem pengupahan dalam hukum Islam
juga harus memenuhi beberapa kriteria penetapan upah dalam Islam,
diantaranya :

1. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Pada Industri Tahu di Desa Jatisari, tidak ada perjanjian secara
tertulis mengenai penetapan upah dan pekerjaan yang akan dilakukan,
akan tetapi pada industri tersebut melakukan kesepakatan secara lisan,
dimana pengusaha menyebutkan pekerjaan yang akan dilakukan dan
besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja dalam sehari yang
upahnya diberikan satu minggu sekali. Jadi karyawan sudah mengetahui
berapa upah yang akan diterimanya, dalam hal ini antara karyawan
dengan pemilik industri memiliki kerelaan dan saling ridho.

Praktek pengupahan yang diterapkan pada industri tahu sudah
sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus
menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima pekerja
sebelum melakukan pekerjaannya. Berikut penjelasan dari karyawan dan

pemilik industri yang telah di wawancarai oleh peneliti :

Karyawan A bagian memasak tahu (laki-laki) : Dia sudah bekerja
selama 3 tahun dan dari pertama bekerja di industri tahu dia sudah
mengetahui besarnya upah yang diterima dari pekerjaan yang akan ia

lakukan. Karena sebelum dia mulai bekerja ada kesepakatan dengan

! Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 125
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pemilik industri yaitu mengenai upah yang akan diterima dan pekerjaan
yang akan dilakukan. Ia mendapat bagian memasak tahu dengan upah
sebesar Rp. 4000/sekali masak, jika bisa memproduksi tahu 15 kali

masak dalam sehari maka upah yang diterima sebesar Rp.60.000/orang.”

Karyawan B bagian menggoreng tahu (perempuan) : Dia sudah
bekerja selama 5 tahun, ia sudah melakukan tawar-menawar dengan
pemilik industri dan mendapat kesepakatan tentang upah yang akan
diterima. Selain itu pemilik industri menjelaskan waktu kerja dan bagian

pekerjaan yang akan dilakukan.’

Pemilik Industri Tahu (laki-laki) : Upah yang akan diberikan kepada
pekerja sudah dijelaskan di awal sebelum mereka mulai bekerja. Dari
awal besarnya upah sudah dijelaskan kepada pekerja dan juga pekerjaan
yang akan dilakukan serta pemberian upah di laksanakan satu minggu
sekali pada hari Sabtu. Karyawan yang bekerja di industri ini sudah
sepakat dan menerima terkait upah yang akan diberikan oleh

pengusaha.*

2. Upah Dibayarkan Sebelum Keringatnya Kering
Pembayaran upah pada Industri Tahu di Desa Jatisari sudah
memenuhi kriteria penetapan upah dalamlslam, karena pengusaha tidak

menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerjanya. Mengenai

2 Gufron, Wawancara, Malang, 06 November 2019.
* Miasih, Wawancara, Malang, 06 November 2019.
* Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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waktu pembayaran upah harus diberikan sebelum keringatnya kering,
oleh karena itu pengusaha selalu membayarkan upahnya tepat waktu
sesuai dengan kesepakatan awal yaitu dibayarkan satu minggu sekali
pada hari Sabtu.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari pemilik industri
yang menyatakan, “sistem pengupahan disini menggunakan sistem
borongan yang dibayarkan satu minggu sekali pada hari Sabtu. Karena
produksi yang ada pada setiap harinya tidak menentu kadang sedikit
kadang juga banyak, jika produksinya sedikit maka upah yang diterima
pekerja sedikit jika produksinya banyak maka upahnya juga banyak”.’

3. Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan
dalam Al-Qur’an.Bersikap adil seringkali Allah SWT tekankan kepada
manusia dalam melakukan suatu perbuatan, karena adil menjadikan
manusia lebih dekat kepada takwa dan sikap adil harus tercermin dalam
perbuatan muamalah.

Keadilan dalam sistem pengupahan karyawan industri tahu di Desa
Jatisari belum sepenuhnya dapat dikatakan adil, karena meskipun
pengusaha sudah mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat
tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak
pekerja dan juga dalam kesepakatan sudah ada kerelaan diantara

keduanya, namun jika dilihat dari makna adil itu proporsional belum

> Zainus Sholihah, Wawancara, Malang, 05 November 2019.
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tepat karena dalam pengertian adil secara proporsional adalah pekerjaan
seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan yang dilakukan
sedangkan karyawan yang bekerja pada hari libur mingguan tidak ada
perhitungan upah kerja lembur dimana hari minggu merupakan hari
istirahat/hari libur bagi pekerja/karyawan.

4. Kelayakan

Industri Tahu di Desa Jatisari dalam menentukan upah pekerjanya
belum sesuai dengan kategori upah yang layak. Dimana upah yang layak
dapat dilihat dari tiga aspek yaitu cukup kebutuhan pangan, sandang,
dan tempat tinggal.

Pendapatan upah karyawan memang tergantung dari hasil produksi
perhari, akan tetapi berdasarkan keterangan dari karyawan bahwa
selama ini upah yang mereka terima dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari. Namun jika di rata-rata penghasilan karyawan
belum memenuhi Standar Upah Minimum Kabupaten Malang.

Dalam waktu satu minggu, jika pekerja mendapatkan upah
Rp.448.000 dan bonus 1 bulan sekali Rp.50.000 maka perolehan upah
adalah Rp. 1.842.000/bulan, melalui perhitungan tersebut sudah jelas
bahwa upah karyawan industri tahu di Desa Jatisari belum memenuhi
standar UMK dimana Upah Minimum Kabupaten Malang tahun 2019

adalah Rp. 2.781.564.°

% www.basishukum.com/kepgub-jawa-timur/665/2018.
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Penetapan upah dalam Islam lebih menekankan pada upah pekerja
diberikan secara adil dan layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada
pekerja sesuai dengan tenaga kerja yang telah dicurahkan oleh seorang
pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak
berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan perhitungan upah harus sesuai dengan standar upah minimum.
Mengenai upah yang layak dalam Industri ini bisa di nilai layak bisa juga
tidak, karena setiap pekerja memiliki taraf penghidupan yang berbeda,
mengingat perhitungan upah sebulan belum memenuhi standar Upah
Minimum Kabupaten (UMK) Malang tahun 2019.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di
Industri Tahu belum sesuai dengan kriteria penetapan upah dalam Islam,
karenapenetapan upah dalam Islam lebih menekankan pada upah pekerja
diberikan secara adil dan layak dan didalam industri tahu penerapan sistem
pengupahan karyawan belum bisa dikatakan adil dan layak dimana
perhitungan upah pada hari libur tidak dihitung dengan upah lembur dan
perhitungan upah sebulan belum memenuhi standar Upah Minimum

Kabupaten Malang.

Analisis UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem
Pengupahan Karyawan Industri Tahu

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dijelaskan mengenai definisi upah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (30).

Mengenai waktu kerja sudah menjadi kewajiban seorang pekerja untuk
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bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan intruksi dan arahan dari atasan,
namun bekerja berjam-jam setiap harinya tentu melelahkan, oleh karena itu
di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah
diatur mengenai waktu kerja di mana dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan
setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Pengusaha
dalam hal ini perlu memperhatikan waktu kerja dalam arti kerja di setiap
perusahaan berbeda dengan perushaaan lainnya, di mana waktu kerja itu

dibagi menjadi dua yang disebutkan di dalam Pasal 77 ayat (2).’

Karyawan Industri Tahu bekerja selama 6 sampai 7 jam kerja dan hari
kerja 7 hari dalam satu minggu dengan jatah libur 2 minggu sekali (1 bulan
mendapat jatah libur 2 kali). Jika ditinjau dengan UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 maka waktu kerja pada industri tersebut
sudah sesuai yaitu bekerja selama 6 sampai 7 jam sehari, akan tetapi waktu
kerja pada industri tersebut berlangsung selama 7 hari dengan jatah libur
hanya dua kali dalam satu bulan maka perlu ditinjau lebih lanjut, karena
dalam Pasal 78 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu

kerja wajib membayar upah kerja lembur.®

Ketentuan upah setiap daerah tentunya berbeda-beda besarannya tetapi

dalam menetapkan upah perlu meperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh

" Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas,
2013),187.
¥ Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),

42.
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apakah dalam penetapan upah tersebut sudah layak atau belum di mana
pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum
yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). °

Kesimpulan yang bisa diserap dari penjelasan di atas adalah upah harus
berupa uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan dan pengusaha diwajibkan
untuk melaksanakan waktu kerja yang telah ditentukan, jika pengusaha
mempekerjakan karyawan melebihi ketentuan waktu kerja maka pengusaha
wajib membayar upah kerja lembur serta penetapan upah harus
memperhatikan kesejahteraan pekerja, dimana pengusaha dilarang membayar

upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Dalam Industri Tahu di Desa Jatisari melaksanakan waktu kerja selama
6 sampai 7 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu dengan jatah
libur 2 kali dalam satu bulan. Upah pada hari minggu tidak dihitung sebagai
upah lembur dan penetapan upah dihitung berdasarkan perolehan hasil
produksi perhari. Jika di analisis menggunakan UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan maka pada industri ini belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku karena dalam prakteknya waktu kerja dilaksanakan
selama 7 hari dan tidak ada perhitungan upah lembur pada waktu hari libur
kerja yaitu hari minggu.Dan jika di rata-rata penghasilan karyawan perbulan

kurang lebih Rp.1.842.000 dengan perhitungan tersebut sudah jelas bahwa

? Ibid., 208.
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upah di industri tahu belum memenuhi standar upah minimum.Dimana
dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/665/KPTS/013/2018
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 untuk
wilayah Kabupaten Malang adalah Rp. 2.781.564."°

Apabila di analisis menggunakan peraturan UU No.13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, maka penetapan waktu kerja dan pemberian upah
karyawan Industri Tahu di Desa Jatisari belum sesuai dengan peraturan yang
berlaku, karena waktu kerja melebihi ketentuan yang telah disebutkan dan
tidak ada perhitungan upah lembur serta perolehan upah masih di bawah
UMK Kabupaten Malang. Sedangkan dalam UU No.13 Tahun 2003 Pasal 90
ayat (1) menyebutkan bahwa, pengusaha dilarang membayar upah lebih

rendah dari upah minimun."’

1% www.basishukum.com/kepgub-jawa-timur/665/2018.
" Rukiyah L, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013),

48.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan karyawan

Industri Tahu dan analisisnya pada bab sebelumnya, penulis menemukan

beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah, yaitu :

1.

Sistem pengupahan karyawan industri tahu di Desa Jatisari menerapkan
sistem upah borongan. Upah yang diberikan kepada karyawan dihitung
berdasarkan apa tugasnya dan hasil produksi perhari, karena tiap bagian
berbeda upahnya. Jadi upah dihitung berdasarkan perolehan sehari
berapa kali masak, jika sehari memproduksi banyak tahu maka perolehan
upahnya banyak dan jika produksinya sedikit maka perolehan upahnya
juga sedikit.

Analisis hukum Islam dan UU No.l13 Tahun 2003 terhadap sistem

pengupahan karyawan industri tahu di Desa Jatisari adalah sebagai

berikut:

a. Sistem pengupahan karyawan industri tahu di Desa Jatisari
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang belum sesuai dengan
ketentuan hukum Islam, karena belum memenuhi kriteria penetapan
upah dalam Islam. Dimana penetapan upah dalam Islam lebih
menekankan pada upah pekerja diberikan secara adil dan layak.

b. Sistem pengupahan karyawan industri tahu di Desa Jatisari

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang juga belum sesuai dengan

73



74

UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena
pelaksanaan jam kerja pada industri tersebut telah menyalahi UU
No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (2), karena pada
industri tersebut telah melebihi ketentuan waktu kerja yang berlaku
dan tidak ada sistem upah kerja lembur. Mengenai penetapan upah
karyawan industri tahu juga belum sesuai dengan Pasal 90 ayat (1),
karena penghasilan karyawan belum memenuhi standar upah
minimum.
B. Saran

1. Pengusaha industri tahu di desa Jatisari hendaknya membuat kontrak
perjanjian yang jelas dan tertulis antara pihak pemilik dengan karyawan
sebelum memulai pekerjaan.

2. Dalam membina hubungan antara pengusaha dan karyawan diharapkan
kedua belah pihak memperhatikan aspek syariat dan maslahat, termasuk
dalam hal memberikan upah sesuai dengan standar upah minimun yang
telah ditetapkan, disamping itu antara para pihak juga saling menjaga
dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Hubungan antara pengusaha dan karyawan sebaiknya diperhatikan,
bukan hanya sebatas atasan dan bawahan saja akan tetapi diperhatikan
berdasarkan adanya kesadaran saling membutuhkan jasa dan tenaga
karyawan demi kelangsungan produksi dan sebaliknya karyawan
membutuhkan keberadaan industri sebagai lapangan kerja demi

pemenuhan kebutuhan hidup.
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